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ABSTRAK 
 
Yuli Kurniawati, E131 13 027. “Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Rangka 
Penyelesaian Konflik Republik Afrika Tengah”, dibawah bimbingan Patrice 
Lumumba, selaku Pembimbing I, dan Husain Abdullah, selaku Pembimbing II, 
pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dewan Keamanan PBB dalam 
rangka penyelesaian konflik Republik Afrika Tengah, khususnya dalam kurun waktu 
tahun 2010 hingga 2016. Dimana, konflik mengalami ekskalasi hingga berdampak 
pada terjadinya krisis kemanusiaan, dan terbatasnya otoritas negara di Republik 
Afrika Tengah.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang peran 
Dewan Keamanan PBB dalam rangka penyelesaian konflik Republik Afrika Tengah. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode berbasis dokumen 
dan internet, atau yang lebih dikenal dengan metode telaah pustaka (library 
research), yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, 
artikel, surat kabar harian, dan internet yang terkait dengan permasalahan dalam 
penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data 
kualitatif yang menganalisa wujud peran Dewan Keamanan PBB 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Republik Afrika Tengah bersumber 
dari kudeta dan pemberontakan yang telah terjadi sejak kemerdekaan Republik Afrika 
Tengah yakni pada tahun 1960. Untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, Dewan 
Keamanan PBB sebagai organisasi internasional yang berwenang di badan PBB dan 
yang memiliki tanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di dunia termasuk di 
Republik Afrika Tengah. adapun penyelesaian konflik oleh Dewan Keamanan PBB 
adalah berupa peacebuilding BINUCA. Dan peacekeeping force MINUSCA. 
 
Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Republik Afrika Tengah, BINUCA, 
MINUSCA. 
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ABSTRACT 
 
Yuli Kurniawati, E131 13 027. "The Role of the UN Security Council in Order to 
Settlement of the Central African Republic Conflict", under the guidance of 
Patrice Lumumba, First Advisor and Husain Abdullah as the Second Advisor of the 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 
 
This research aims to describe the role of the UN Security Council in the context of 
the resolution of the Central African Republic conflict, especially in the period 2010 
to 2016. Which, the conflict escalated to impact on humanitarian crises, and limited 
state authority in Central African Republic. 
 
The research method used in the preparation of this research is descriptive analysis 
method, which aims to describe facts about the role of UN Security Council in order 
to solve the conflict of Central African Republic. Data collection techniques used by 
the author is a document-based method and the Internet, or better known as the 
library research method, which is derived from various literatures, such as books, 
journals, articles, daily newspapers, and internet Related to the problems in this 
research. In this study, the authors also use qualitative data analysis techniques that 
analyze the role of the UN Security Council 
 
The results of this study indicate that the Central African Republic conflict stems 
from the coups and rebellions that has occurred since the independence of the Central 
African Republic in 1960. To resolve the conflict, the UN Security Council as an 
international organization authorized by the UN body and who has responsibility for 
conflicts that occur in the world including in the Central African Republic. The 
resolution of the conflict by the UN Security Council is in the form of peacebuilding 
BINUCA. And peacekeeping force MINUSCA. 
 
Keywords: UN Security Council, Conflict of Central African Republic, BINUCA, 
MINUSCA. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Konflik yang muncul di suatu negara dewasa ini merupakan sesuatu yang 
lazim terjadi. Perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan faktor-faktor 
lainnya  membuat konflik mengalami ekskalasi dan berujung kepada peperangan. 
Peperangan bukan hal baru di benua Afrika. Peperangan di Afrika berdampak 
pada instabilitas di kawasan tersebut. Selain identik dengan peperangan, Afrika 
dikenal sebagai kawasan yang di dalamnya terdapat negara-negara miskin. Afrika 
mempunyai penduduk yang mayoritas berkulit hitam, wilayahnya yang 
kekeringan, negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, dan wilayah 
dengan konflik yang seakan tidak ada habisnya.  
 Konflik yang dihadapi oleh bangsa Afrika pun bermacam-macam. Seperti 
konflik agama, perang saudara, perebutan wilayah, konflik antar etnis, rezim 
militeristik, konflik oposisi-pemerintah, dan peperangan domestik lainnya. 
Konflik-konflik tersebut merupakan ancaman besar terhadap stabilitas, keamanan, 
pembangunan dan kemajuan suatu Negara. Konflik juga dapat mengganggu 
perdamaian Internasional. Tak jarang, konflik di benua Afrika menghasilkan 
tindakan kekerasan, pelanggaran HAM, dan krisis kemanusiaan yang 
mengundang keprihatinan dunia Internasional. 
 Salah satu negara di benua Afrika yang mengalami konflik adalah negara 
Republik Afrika Tengah, atau dalam bahasa inggris disebut Central African 
Republic. Sama dengan negara di Benua Afrika pada umumnya, Republik Afrika 
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Tengah dilanda kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Instabilitas telah 
mewarnai Republik Afrika Tengah sejak tahun 1960. 
 Republik Afrika Tengah merupakan negara yang dikelilingi daratan di 
Afrika dan wilayahnya tidak bersentuhan sedikitpun dengan laut. Republik Afrika 
Tengah adalah salah satu negara yang disebut Negara Landlock atau Negara 
Terkurung. Negara ini Berbatasan langsung dengan Sudan di timur, Republik 
Demokratik Kongo dan Kongo di selatan, Chad di utara, serta Kamerun di barat. 
Wilayahnya mayoritas berupa Sudano-Guinean Savanna termasuk Zona Sahelo 
Sudanese di utara, dan Zona hutan Equatorial di selatan.1  
 Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah 
tidak pernah lepas dari konflik. Hampir di setiap pergantian pemimpin negara ini 
diawali dengan kudeta. Mulai dari Presiden David Dacko yang membuat rezim 
partai tunggal demi menjaga kekuasaannya agar bertahan lama. David Dacko 
dikudeta oleh Jenderal Jean-Bedel Bokassa dan membuat Bokassa menjadi 
Presiden kedua.  
 Bokassa memerintah sebagai presiden mulai 1 Januari 1966 sampai 4 
Desember 1976, dan sejak 4 Desember 1976 pula, merubah Republik Afrika 
Tengah, menjadi kekaisaran Afrika Tengah hingga 21 September 1979. Kaisar 
Bokassa mempunyai gaya glamour yang menuai protes dari rakyatnya yang hidup 
kesusahan. Demo terhadap kebijakan Bokassa muncul di berbagai kalangan 
hingga pelajar Sekolah Dasar, dan mengakibatkan terbunuhnya sekitar 100 pelajar 
                                                             
1 Zainuddin Djafar. 2012. Profil dan perkembangan Ekonomi Politik Afrika. Jakarta: U-I 
Press.  Hal. 136 
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Sekolah Dasar saat demo tersebut ditangani aparat. Bokassa pun akhirnya berhasil 
dikudeta dan melarikan diri ke Pantai Gading.2 
 Setelah Bokassa turun jabatan, David Dacko kembali memerintah pada 21 
Desember 1979. Dacko membubarkan kekaisaran dan mengembalikan negara ke 
bentuk Republik. Namun, Dacko menerapkan kembali sistem satu partai pada 
1980. Dacko pun diturunkan dengan kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh 
Jenderal Andre Kolingba pada 1 September 1981, dan membuat Andre Kolingba 
menjadi Presiden Republik Afrika Tengah sejak saat itu.  
 Kolingba memerintah sampai 3 periode. Awalnya, pemerintahan Kolingba 
adalah pemerintahan diktator militer dan korup, sehingga memunculkan beberapa 
pihak yang ingin mengudetanya, namun gagal. Pada 1986, pemerintahan Kolingba 
berubah menjadi lebih baik. Kolingba mendirikan partai tunggal baru dan terpilih 
untuk masa enam tahun, sejak 1986-1992. Kolingba akhirnya kalah telak dalam 
pemilu 1992, namun dia melakukan yang diistilahkan sebagai “kudeta kontitusi” 
dan membuat masa jabatannya diperpanjang selama 3 bulan.3 
 Kolingba dikalahkan oleh Ange-Felix Patasse dalam pemilu. Ange-Felix 
Patasse adalah presiden yang dipilih pertama kalinya secara demokratis di 
Republik Afrika Tengah. Patasse memimpin sejak 22 Oktober 1993 sampai 15 
Maret 2003. Periode pertama pemerintahan Patasse, diwarnai oleh konflik antara 
orang utara dan selatan, dan dipicu pemberontakan militer pada 1996-1997. 
                                                             
2 Republika. Negara yang Berkubang Kudeta. 2015. Terdapat dalam 
http://m.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/09/01/ntznka4-negara-yang-berkubang-kudeta. 
Diakses pada 24 Januari 2017. 
3 Ibid. 
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Sementara itu, konflik utara dan selatan terus berlanjut. Konflik ini berasal dari 
konflik antar kelompok pendukung Kolingba yang berasal dari utara dan 
pendukung Patasse berasal dari bagian selatan. Patasse mengalami upaya kudeta 
oleh Jenderal Francois Bozize pada Mei 2001, namun gagal karena Patasse 
mendapat dukungan dari pasukan Libya dan pemberontak Kongo. Hingga tahun 
2003, Bozize akhirnya berhasil menggulingkan Patasse berkat dukungan Chad. 
Francois Bozize pun resmi terpilih sebagai Presiden Republik Afrika Tengah 
setelah memenangkan pemilu 2005.4 
 Francois Bozize berkuasa sejak 15 Maret 2003 dan  hingga 24 Maret 2013. 
Sejak Bozize memimpin Republik Afrika Tengah, muncul perlawanan dari 
beberapa pasukan pemberontak, salah satunya adalah Union of Democratic 
Forces for Unity (UFDR), yang dipimpin oleh Michel Djotodia. Pemberontakan 
ini menghasilkan peperangan yang memakan korban jiwa dan pengungsi. Selain 
UFDR, pendukung Patasse dan Kolingba juga melakukan perlawanan terhadap 
pemerintahan. Pemerintah mencari cara untuk menangani konflik yang dilakukan 
oleh pemberontak. Akhirnya, UFDR dengan pemerintah berunding dan mencapai 
rekonsiliasi.5  
 Sepak terjang pemberontak ternyata tidak sampai disitu. Republik Afrika 
Tengah kembali mengalami kekacauan akibat ulah pemberontak, puncaknya pada 
tahun 2013 setelah koalisi oposisi yang dikenal dengan nama Seleka (yang berarti 
koalisi faksi-faksi pemberontak, dengan UFDR sebagai tulang punggung) 
                                                             
4 Rastafani, Rozi. 2015.  Pemberontakan Seleka di Republik Afrika Tengah. No. 1. Hal. 2. 
5 Ibid. 
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mengadakan pemberontakan kembali yang bertujuan untuk menggulingkan rezim 
Francois Bozize. Selain itu Seleka juga melakukan pertempuran melawan pasukan 
Pemerintah. Pemberontakan Seleka membuat Seleka berhasil berkuasa selama 10 
bulan.6 Salah satu alasan Seleka menggulingkan Francois Bozize, karena Seleka 
menganggap Bozize mengingkari perjanjian damai yang sudah disepakati dimasa 
lalu namun menandatangani perjanjian baru.7 
 Ribuan warga Afrika Tengah tewas dan ratusan lainnya menjadi pengungsi 
sejak adanya pemberontakan oleh Seleka, dalam rangka merebut kekuasaan di 
negara Republik Afrika Tengah.8 Selain menguasai pemerintahan, Seleka juga 
menguasai Bangui yang merupakan Ibu Kota Republik Afrika Tengah, dan 
menguasai beberapa kota lainnya. Setelah Seleka berhasil melengserkan Bozize, 
Michel Djotodia secara sepihak mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden 
Republik Afrika Tengah dan merangkap sebagai Menteri Pertahanan.9 Djotodia 
memerintah sejak 24 Maret 2013 hingga 10 Januari 2014. Setelah Djotodia 
                                                             
6 Detiknews. Ibukota Afrika Tengah Diambil Alih Oleh Pemberontak, Presiden Bozize 
Mengungsi. 2013.Terdapat dalam https://m.detik.com/news/international/2202518/ibu-kota-afrika-
tengah-diambil-alih-pemberontak-presiden-bozize-mengungsi. Diakses pada 12 Desember 2016. 
7 Antaranews. DK PBB Kecam Serangan Pemberontak Afrika Tengah. 2013. Terdapat 
dalam http://m.antaranews.com/berita/364413/dk-pbb-kecam-serangan-pemberontak-afrika-
tengah. Diakses pada 31 Desember 2016. 
8 CNN Indonesia. Bentrokan Kembali Terjadi di Republik Afrika Tengah. 2015. Terdapat 
dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150927215030-127-81241/bentrokan-
kembali-terjadi-di-republik-afrika-tengah/. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016. 
9 VOA Indonesia. Pemimpin Kudeta Republik Afrika Tengah Umumkan Jabatan Rangkap 
Presiden-Menhan. 2013. http://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-kudeta-republik-afrika-
tengah-umunkan-jabatan-rangkap-presiden-menhan/1633026.html. Diakses pada 5 Januari 2017. 
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menjadi presiden, koalisi Pemberontak Seleka kemudian dibubarkan oleh 
Djotodia.10 
 Setelah 6 Bulan pasca lengsernya Francois Bozize, kondisi Republik 
Afrika Tengah kian bertambah buruk, karena belakangan diketahui bahwa 
Pemberontak Seleka merupakan Kelompok Muslim yang telah melakukan 
pelanggaran HAM berat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen 
ini. Dari sinilah konflik mengalami perkembangan dan meluas dari yang awalnya 
hanya sebatas konflik oposisi-pemerintah, lalu melebar dan mengalami peralihan 
menjadi konflik Kristen-Islam. Dengan dasar itu, akhirnya kelompok Kristen 
membentuk milisi perlawanan yang menyebut diri mereka sebagai Anti-Balaka.11 
 Anti-Balaka dan Seleka, akhirnya terlibat pertempuran. Amarah Anti-
Balaka tidak hanya diluapkan pada anggota Seleka, warga sipil yang beragama 
Islam juga mendapat serangan. Seleka kemudian menyerang balik atas apa yang 
dilakukan oleh Anti-Balaka hingga pertumpahan darah di Bangui tidak dapat 
dihindari lagi. Kekacauan dan kekerasan yang muncul akibat serangan dari Seleka 
maupun Anti-Balaka selama pertempuran, akhirnya membuat Michel Djotodia 
diumumkan mundur pada 10 Januari 2014, karena Djotodia tak mampu 
menyelesaikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi.12  
                                                             
10 VOA Indonesia. Presiden Afrika Tengah Bubarkan Kelompok Pemberontak. 2013. 
Terdapat dalam http://www.voaindonesia.com/a/presiden-afrika-tengah-bubarkan-
pemberontak/1749631.html. Diakses pada 25 Januari 2017. 
11 Hermawati, Titin Soekma. 2016. Intervensi Kemanusiaan PBB dalam Menangani 
Pelanggaran HAM di Republik  Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014. Vol. 4, No. 1. Hal. 212. 
12 VOA Indonesia. Presiden Republik Afrika Tengah Mengundurkan Diri. 2014. Terdapat 
dalam  http://www.voaindonesia.com/a/presiden-republik-afrika-tengah-mengundurkan-
diri/1827480.html. Diakses pada tanggal 31 Desember 2016. 
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 Anti-Balaka melakukan serangan balas dendam yang amat brutal. 
Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional menyebutkan, bahwa serangan-
serangan milisi Anti-Balaka menyebabkan warga Muslim meninggalkan tempat 
asal mereka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.13 Kondisi ini 
menjadi lebih memprihatinkan lagi karena minimnya bantuan kemanusiaan untuk 
negara bekas jajahan Prancis itu. Selain itu, jumlah tenaga medis juga sangat 
terbatas. Serangan Anti-Balaka terhadap warga sipil Muslim terus terjadi hingga 
mengarah ke genosida.  
 Kekerasan dan pembunuhan oleh Anti-Balaka terhadap Muslim Republik 
Afrika Tengah seakan tanpa henti.14 Sejak mundurnya Michel Djotodia, Republik 
Afrika tengah telah 3 kali berganti Presiden namun konflik masih saja bergulir 
dan selalu menjadi pemberitaan media internasional  selama 3 tahun terakhir. Dan 
diketahui bahwa Anti-Balaka dengan sengaja melakukan pembersihan populasi 
Muslim di Republik Afrika Tengah. 
 Konflik dan instabilitas politik yang terus berkecamuk di Republik Afrika 
Tengah sejak kemerdekaannya hingga kini, telah menjadi perhatian masyarakat 
Internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Dewan Keamanan 
PBB. Perhatian dan kepedulian itu terbukti dengan banyaknya pertemuan-
pertemuan dalam Dewan Keamanan PBB, demi membahas konflik Republik 
Afrika Tengah, dan terus melakukan pengamatan terhadap negara tersebut. 
                                                             
13 BBC Indonesia. ‘Pembersihan etnik Muslim’ di Republik Afrika Tengah Gagal 
Dicegah. 2014. Terdapat dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140212_republik_afrika_tengah_etnik_muslim. 
Diakses pada tanggal 16 Desember 2016. 
14 Kompas. Genosida Mengancam Muslim di Afrika Tengah. 2014. Terdapat dalam 
http://internasional.kompas.com/read/2014/02/13/0820067/Genosida.Mengancam.Muslim.di.Afrik
a.Tengah. Diakses pada 25 Januari 2016. 
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Pertemuan Dewan Keamanan PBB dalam membahas topik khusus Republik 
Afrika Tengah sudah dilaksanakan sejak 1997.15 Republik Afrika Tengah juga 
telah menjadi anggota PBB sejak September 1960. 
 Organisasi Internasional, seperti PBB mempunyai peranan penting dalam 
penyelesaian konflik. Sesuai dengan tujuan utama pembentukan PBB adalah 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah bersama secara 
efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi, atau pelanggaran lain 
terhadap perdamaian, dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, 
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.16 
 Dewan Keamanan PBB merupakan Organisasi Internasional yang berdiri 
sejak tahun 1945, menjadi ujung tombak bagi dunia internasional agar dapat 
menyelesaikan dan mengatasi konflik dengan cara yang damai. Dewan Keamanan 
PBB dianggap berhak melakukan intervensi kepada negara-negara yang 
berkonflik, dikarenakan Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan 
Keamanan PBB (United Nations Security Council)  untuk menjaga perdamaian 
dan keamanan internasional.17 Tentunya sudah menjadi kewajiban Dewan 
Keamanan PBB untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik Republik Afrika 
Tengah. 
                                                             
15 Meeting Records United Nations Security Council, Meetings conducted by the Security 
Council in 1997 (Central African Republic Topic). Terdapat dalam 
http://www.un.org/en/sc/meetings/records/1997.shtml. Diakses pada tanggal 24 Januari 2017 
16 Ananda, Rizky. 2015. Penanganan Konflik Di Repubik Afrika Tengah Oleh PBB Pada 
Tahun 2013. Vol. 2, No. 1. Hal. 5 
17 United Nations Department of Public Information. 2011.  Basic Facts About the United 
Nations. New York. United Nations Publication. hal. 75.   
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 Berdasarkan fakta-fakta dan asumsi yang telah dipaparkan sebelumnya, 
bahwa konflik Republik Afrika Tengah merupakan konflik internal yang bermula 
dari ketidakpuasan kelompok pemberontak terhadap pemerintahan, sehingga 
menghasilkan usaha kudeta terhadap Pemimpin negara. Pemberontakan dan 
Kudeta tersebut memunculkan konflik-konflik baru di Republik Afrika Tengah 
Dewan keamanan PBB telah melaksanakan tugasnya dalam menangani 
ketidakstabilan yang terjadi di Republik Afrika Tengah sejak 1998. Meski 
faktanya, konflik dan kekerasan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan 
pengungsi hingga kini terus terjadi. maka dari itu penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “ Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Konflik di 
Republik Afrika Tengah” 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
 Dalam penelitian ini penulis berfokus pada peran Dewan Keamanan PBB 
dalam penyelesaian Konflik di Republik Afrika Tengah dalam kurun waktu 2010 
hingga 2016 dengan peacebuilding dan peacekeeping force oleh Dewan 
Keamanan PBB. Dengan batasan tersebut dan agar penelitian ini terarah maka 
penulis merumuskan dua (2) rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Apa yang melatarbelakangi konflik di Republik Afrika Tengah? 
2. Bagaimana wujud peran Dewan Keamanan PBB dan upaya penyelesaian 
konflik tersebut? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini diciptakan dengan tujuan yaitu: 
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a. Untuk mengetahui latar belakang konflik di Republik Afrika Tengah 
b. Untuk mengetahui wujud peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian 
konflik Republik Afrika Tengah 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 
a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas serta 
akademisi ilmu hubungan internasional, baik dosen maupun mahasiswa 
terkait dengan masalah konflik di Republik Afrika Tengah dan peran 
Dewan Keamanan PBB dalam upaya penyelesaian konflik di Republik 
Afrika Tengah sekaligus diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 
penelitian-penelitian dengan topik terkait untuk kedepannya. 
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi aktor-aktor hubungan internasional, baik 
individu, negara maupun organisasi internasional dalam mengatasi dan 
menyikapi konflik internal suatu Negara.  
D. Kerangka Konseptual 
 Untuk membuat sebuah tulisan ilmiah, maka diperlukan konsep yang jelas. 
Konsep yang relevan dengan penelitian ini akan menjadi landasan bagi penulis 
untuk menganalisis fakta yang terjadi, sebagai kerangka konseptual, yakni yang 
pertama adalah Organisasi Internasional. 
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 Organisasi Internasional menurut Bouer Mauna, adalah perhimpunan dari 
beberapa negara yang telah merdeka dan berdaulat memiliki tujuan untuk 
mencapai kepentingan yang telah disepakati bersama oleh para anggotanya.18 
 Sedangkan Keohane (1984) dan Young (1994) berpendapat bahwa, 
Organisasi Internasional memuat adanya perjanjian yang bersifat eksplisit, 
dinegosiasiasikan diantara aktor-aktor internasional, serta mempunyai prilaku 
otorisasi yang bersifat bisa jadi merekomendasikan atau menerapkan larangan 
serta batasan atas isu-isu tertentu.19 
 Peran Organisasi Internasional jika dilihat dari pendekatan sosiologis 
menurut Finnemore, dilihat sebagai fakta sosial yang perlu diselidiki. Organisasi 
Internasional dibentuk bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material 
anggotanya, namun juga untuk memenuhi kebutuhan normatif dan budaya. 
Kemungkinan Organisasi Internasional dibentuk untuk alasan-alasan legitimasi 
dan normatif. Lebih jauh lagi Organisasi Internasional diciptakan lebih kepada 
simbol dan nilai yang dianut oleh lingkungan. Karena Organisasi Internasional 
juga turut menciptakan simbol dan nilai yang ada dalam masyarakat.20  
 Organisasi Internasional khususnya PBB memiliki tanggung jawab dalam 
usaha menjalankan ketertiban dan perdamaian internasional. Ketika suatu negara 
tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, disitulah kehadiran Organisasi 
Internasional dibutuhkan. Karena PBB melalui Dewan Keamanan PBB 
mempunyai tugas dan tujuan agar terciptanya perdamaian dan keamanan 
                                                             
18 Mauna Boer. 2000. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global. Bandung: Alumni. Hal. 186. 
19 Keohane dan Young. Terdapat dalam Citra Hennida. 2015. Rezim & Organisasi 
Internasional. Malang: Intrans Publishing. Hal. 7-8. 
20 Finnemore. 1999. Terdapat dalam Citra Hennida. Op.Cit. Hal. 19-20. 
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Internasional serta meredam konflik yang selalu muncul dalam kehidupan 
manusia. 
 Dalam usaha pemeliharaan dan perdamaian internasional, PBB melakukan 
beberapa langkah. Pertama, yaitu penyelesaian konflik atau peselisihan 
internasional secara damai. Dimana perselisihan ini diajukan kepada Dewan 
Keamanan PBB dan akan difasilitasi oleh Dewan Keamanan PBB, dengan cara-
cara seperti negosiasi, jasa-jasa baik, penyelidikan, dan lain sebagainya. Dewan 
Keamanan PBB berkewajiban untuk mencarikan suatu kesepakatan dalam upaya 
mengakhiri pertikaian. Dewan Keamanan PBB dapat memainkan peranan sebagai 
penengah dalam suatu pertikaian, namun usaha seperti itu dilakukan jika masih 
dalam tahap perselisihan, berbeda jika perselisihan telah berada pada tahap 
kekerasan. 
 Piagam PBB sendiri secara khusus memperbolehkan penggunaan 
kekerasan dalam melaksanakan hak beladiri, baik individu maupun secara 
bersama-sama jika terjadi kekerasan ataupun serangan di salah satu negara 
anggota PBB. PBB biasanya menempatkan pasukan pemelihara perdamaian untuk 
menggunakan kekerasan dalam hal beladiri. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha 
terakhir untuk mencegah perang saudara, genosida dan lain sebagainya. Langkah 
tersebut dianggap sangat penting untuk mengakhiri ancaman bagi perdamaian dan 
demi berakhirnya konflik. 
 Menurut Maswadi Rauf, konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu 
terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik 
13 
 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena 
konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial. 
 Menurut Paul Wehr dalam mengelola konflik, pada langkah awal yang 
perlu dilakukan adalah pemetaan konflik.21 Lebih lanjut, Miall menuliskan pada 
bukunya, pemetaan konflik diperlukan agar memberi pemahaman kepada pihak 
yang berkonflik dan pihak yang akan melakukan intervensi tentang asal konflik, 
dinamika, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul dalam menentukan 
resolusi konflik. Manfaat dari pemetaan konflik adalah agar dapat 
mengidentifikasi perubahan situasi konflik, kapasitas pengaruh pihak ketiga, 
kepentingan, serta mencari metode alternatif dalam penyelesaian konflik.22 
 Konflik dapat dikategorikan menjadi dua yakni Konflik Eksternal yang 
terjadi antara negara dengan pihak luar atau negara lain, dan Konflik Internal yang 
terjadi didalam negara itu sendiri. Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah 
termasuk kategori Konflik Internal. Konflik yang terjadi di Republik Afrika 
Tengah merupakan hasil dari ketidakberdayaan pemerintah dalam mewujudkan 
keadilan dan kemakmuran bagi penduduknya. Republik Afrika Tengah 
sebenarnya negara yang memadai dalam sumber daya alamnya, namun negara itu 
dirusak oleh kudeta pemimpin yang korup sehingga memunculkan pemberontakan 
dan kudeta sehingga konflik semakin mengakar di negeri itu. 
 Karena konflik tidak semuanya sama, maka mekanisme resolusi konflik 
pun berbeda-beda. Salah satu yang penting adalah adanya mediator guna 
                                                             
21 Paul Wehr. Conflict Mapping. 1979.Terdapat dalam 
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/cmap.htm. Diakses pada 5 Januari 2016 
22 Hugh Miall, et. Al. 2000. Contemporary Conflict Resolution. Oxford: Polity Press. Hal. 
91-93. 
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menyelesaikan konflik. Ada beberapa konflik yang dapat diselesaikan hanya 
dengan perundingan dan perjanjian meski harus dilakukan berkali-kali. Namun 
jika dampak buruk dari konflik itu melebar dan memakan waktu yang lama maka 
memungkinkan untuk adanya tindakan koersif. Tindakan koersif biasanya diambil 
oleh Dewan Keamanan PBB seperti pemberian sangsi-sangsi terhadap negara 
yang berkonflik. 
 Upaya penyelesaian konflik diharapkan memberikan keuntungan tanpa 
merugikan pihak manapun sehingga tercipta keadilan dan perdamaian. Maka dari 
itu diperlukan resolusi konflik. Resolusi konflik dapat dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu negosiasi, mediasi dan intervensi. Ketiga cara tersebut dapat diperankan 
dengan baik oleh Organisasi Internasional. Proses negosiasi dilakukan dengan 
cara berkompromi hingga mendapatkan kesepakatan penyelesaian masalah. 
Mediasi dilakukan dengan cara memunculkan pihak ketiga (mediator) yang netral 
sebagai penengah hingga tercapai resolusi tanpa ikut campur dalam permasalahan, 
mediator tidak berhak memutuskan dan memaksakan keputusan karena keputusan 
dibuat oleh kedua belah pihak yang berseteru. Berbeda dengan mediasi, Intervensi 
dilakukan dengan cara bersentuhan langsung dalam penyelesaian konflik. Dalam 
Intervensi, pihak ketiga berhak turun tangan dalam mengambil keputusan.23 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriktif-
Analitik, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan 
                                                             
23 David J. Whittaker. 1999. Conflict and Reconciliation in the Contemporary World. 
Routledge. Hal.4-7. 
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fakta empiris disertai argumen yang relevan secara deskriptif. Kemudian, 
hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik 
kesimpulan yang bersifat analitik, yaitu latar belakang konflik Republik 
Afrika Tengah dan wujud  peran Dewan Keamanan PBB dalam 
penyelesaian Republik Afrika Tengah. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah 
kajian pustaka atau library research, dimana data-data diperoleh dari 
berbagai tulisan-tulisan dan sumber baik berupa buku, jurnal, artikel, 
website, video dan berbagai data relevan lainnya yang berhubungan 
dengan topik penelitian.  
3. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis secara 
kualitatif namun tidak mengabaikan data-data kuantitatif, dimana data 
kuantitatif digunakan sebagai pelangkap atau pendukung analisis 
kualitatif. Untuk mengalisis permasalahan yang ada penulis akan 
menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan fakta-fakta relevan lainnya 
sehingga akan menghasilkan argument yang tepat.  
4. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
deduktif, dimana penulis menggambarkan fakta-fakta secara umum ke hal-
hal yang khusus untuk menghasilkan suatu kesimpulan. 
  
33 
 
BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN KEAMANAN PBB DAN 
KONFLIK REPUBLIK AFRIKA TENGAH 
A. Dewan Keamanan PBB 
1. Profil Dewan Keamanan PBB  
 Berdasarkan Piagam PBB, Tanggung jawab utama (primary 
responsibility) untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional 
dilimpahkan kepada Dewan Keamanan PBB sesuai dengan tujuan dan prinsip-
prinsip piagam PBB . Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota. Diantaranya 
adalah lima anggota tetap, yakni Tiongkok, Perancis, Federasi Rusia, Inggris Raya 
dan Amerika Serikat. Dan anggota tidak tetap berjumlah 10 negara yang dipilih 
oleh Majelis Umum untuk masa 2 tahun.52 Untuk saat ini, anggota tidak tetap 
Dewan Keamanan adalah Bolivia yang keanggotaanya di Dewan Keamanan PBB 
hingga 31 Desember, Mesir hingga 31 Desember 2017, Ethiopia hingga 31 
Desember 2018, Italia hingga 31 Desember 2018, Jepang hingga 31 Desember 
2017, Swedia hingga 31 Desember 2018, Ukraina hingga 31 Desember 2017, 
Kazakhstan hingga 31 Desember 2018, Senegal hingga 2017 dan Uruguay hingga 
31 Desember 2017.53  
 Pada awalnya, dalam konferensi San Fransisco, disebutkan bahwa hanya 3 
anggota tetap di Dewan Keamanan, yaitu, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan 
                                                             
52 Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta: Kantor 
Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC) Jakarta. Hal. 14. 
53 Current Members of United Nations Security Council. Terdapat dalam 
http://www.un.org/en/sc/members/ diakses pada 20 Februari 2017 
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Inggris. Namun dalam perkembangannya akhirnya disetujui masuknya Cina dan 
Perancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada mulanya, Dewan 
Keamanan hanya beranggotakan 11 negara yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 6 
anggota tidak tetap, namun atas dasar amandemen yang sudah disetujui pada 
tahun 1965, jumlah anggota Dewan Keamanan PBB ditambah menjadi 15 negara, 
yang terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang berlaku 
sampai saat ini.54 
 Setiap anggota Dewan Keamanan PBB mempunyai satu suara. 
Pengambilan keputusan dirumuskan berdasarkan suara mendukung atau voting 
dari paling tidak 9 dari 15 anggota. Untuk menjadi sebuah keputusan, diperlukan 
sembilan suara yang mendukung, termasuk voting setuju dari semua anggota 
tetap. Lima anggota tetap inilah yang disebut dengan “Kesatuan Negara Besar”, 
yang mempunyai hak “veto”. Berdasarkan Piagam, semua Anggota PBB 
menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan 
Keamanan PBB.55 
 Karena keanggotaan Dewan Keamanan PBB yang sangat terbatas, hal ini 
berakibat pada sempitnya kesempatan bagi negara lain untuk masuk menjadi 
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB apalagi keanggotaan PBB sekarang ini 
telah mencapai 193 negara. Oleh sebab itu, duduk sebagai anggota tidak tetap di 
Dewan Keamanan PBB dianggap sangat bergengsi (prestigious). Setiap negara 
baik anggota maupun non anggota wajib menerima dan melakukan keputusan-
                                                             
54 Sumaryo Suryokusumo Op.Cit Hal. 110. 
55 Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Op.Cit. 
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keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan piagam PBB.56 Dengan 
demikian, keputusan tersebut mengikat secara hukum dan wajib dijalankan, 
karena jika tidak dijalankan, maka sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan 
Piagam PBB oleh Dewan Keamanan PBB. 
 Suatu negara anggota PBB yang bukan anggota Dewan Keamanan, boleh 
berpartisipasi di pembicaraan dalam Dewan Keamanan PBB, apabila Dewan 
Keamanan PBB menganggap kepentingan suatu negara tersebut terkena dampak 
khusus. Tetapi tanpa suara atau voting. Apabila suatu negara menjadi pihak-pihak 
yang terlibat dalam persengketaan yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan 
PBB, meski negara tersebut bukan anggota PBB, maka akan diundang untuk ikut 
dalam pembahasan namun tanpa suara.57 
 Agar menghasilkan tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka, sesuai 
dengan pasal 24 Piagam PBB, anggota PBB memberikan kepada Dewan 
Keamanan PBB tanggung jawab utama (primary responsibility) untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab tersebut tercermin 
dalam beberapa hal:58 
1. Meski Dewan Keamanan PBB hanya terdiri dari 15 negara saja, namun 
segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB 
adalah atas nama seluruh anggota PBB. 
2. Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengambil keputusan 
yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga 
                                                             
56 Sumaryo Suryokusumo. Op.Cit. Hal. 97-98. 
57 Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Op.Cit. Hal. 16 
58 Sumaryo Suryokusumo. Op.Cit. Hal. 99. 
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mengikat semua negara PBB, dan didalam beberapa hal bahkan mengikat 
negara bukan anggota PBB. 
3. Dewan Keamanan PBB berhak untuk memutuskan suatu situasi dan 
konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dibatasi 
oleh “aturan untuk kebulatan suara”  (rule of unamity) atau lazim disebut 
sebagai “veto” dimana ke-5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB 
mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non-procedural 
yang dimajukan ke Dewan Keamanan PBB termasuk amandemen terhadap 
Piagam. 
4. Dewan Keamanan PBB harus berfungsi setiap waktu, berbeda dengan 
badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun 
menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk 
menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang 
praktis. Sebaliknya, Dewan Keamanan PBB dapat bersidang bahkan 
dengan pemberitahuan hanya satu atau dua jam sebelumnya. 
5. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan PBB untuk 
menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan Tata Cara Sementara 
(Provisional Rules of Procedure of the Security Council) telah ditetapkan 
oleh Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya yang pertama pada tahun 
1946. 
 
 Untuk mencapai  tujuan utama yaitu masalah pemeliharaan perdamaian 
dan keamanan internasional yang merupakan tujuan pokok dari PBB, terdapat dua 
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pendekatan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama adalah mengambil 
langkah-langkah secara kolektif (collective measures) untuk mencegah dan 
mengatasi ancaman-ancaman terhadap perdamaian dan menghentikan tindak 
agresi serta pelanggaran-pelanggaran perdamaian. Kedua, mengadakan 
pengaturan atau penyelesaian persengketaan atau situasi internasional dengan cara 
damai. 
 Persidangan dalam Dewan Keamanan PBB bisa diadakan atas usul baik 
anggotanya sendiri maupun anggota PBB lainnya. Setelah melalui persidangan, 
kemudian Dewan Keamanan PBB melakukan penyelidikan terhadap situasi dan 
konflik tersebut sampai seberapa jauh dapat membahayakan perdamaian dan 
keamanan internasional. Sesudah itu membuat rekomendasi tentang penyelesaian 
sengketa dari para pihak yang bersengketa.  
2. Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan 
 Fungsi dan kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB 
digolongkan menjadi empat kategori yaitu fungsi deliberatif (deliberative 
function), fungsi untuk penyelesaian sengketa (dispute settlement function) dan 
fungsi pemaksaan (enforcement function) serta fungsi organisatoris 
(organizational function).59 
A. Fungsi Deliberatif (Deliberative Function) 
 Dewan Keamanan PBB berwenang untuk mengadakan 
pembicaraan-pembicaraan mengenai perdamaian dan keamanan 
internasional serta situasi dan konflik yang terjadi di negara-negara dalam 
                                                             
59 Ibid. Hal. 101-109. 
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persidangan-persidangan. Persidangan bisa diadakan atas permintaan suatu 
negara anggota maupun non anggota PBB dalam upaya mendapat 
perhatian dari Dewan Keamanan PBB. Suatu negara anggota PBB maupun 
non anggota yang terlibat dalam suatu pertikaian yang sedang dibicarakan 
oleh Dewan Keamanan PBB, bisa diundang untuk bergabung dalam 
persidangan mengenai pertikaian tersebut, tetapi tak mempunyai hak 
suara. Namun Dewan Keamanan PBB menetapkan syarat-syarat yang 
dianggap adil bagi negara non anggota PBB untuk ikut serta dalam 
pembicaraan di suatu persidangan. Meski negara tersebut tidak 
mempunyai hak suara, negara tersebut dapat memberi saran masukan 
untuk rancangan resolusi yang dapat diambil suara hanya atas permintaan 
anggota Dewan Keamanan PBB.   
 Setiap wakil-wakil dari negara anggota Dewan Keamanan PBB 
harus siap berada ditempat duduknya kapanpun untuk membahas 
mengenai perdamaian dan keamanan internasonal, karena persidangan 
dalam Dewan Keamanan PBB bisa dilaksanakan kapan saja mengingat 
tugas bagi Dewan Keamanan PBB begitu besar. Setelah Dewan Keamanan 
PBB membahas permasalahan di persidangan, selanjutnya Dewan 
Keamanan PBB akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap suatu 
konflik atau pertikaian dan Dewan Keamanan PBB harus menentukan 
dampak dari pertikaian atau konflik tersebut. 
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B. Fungsi Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Function) 
 Piagam PBB memberikan tingkatan kewenangan khusus bagi 
Dewan Keamanan PBB seperti tercantum pada Bab VI Piagam PBB yang 
memungkinkan Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi konflik 
internasional atau situasi yang menjurus kepada konflik internasional dan 
melakukan penyelidikan dalam suatu persengketaan dan apakah 
permasalahan itu cukup serius dan bertendensi menganggu keamanan dan 
perdamaian internasional. Permasalahan seperti itu dapat diajukan oleh 
negara anggota PBB maupun non anggota PBB. 
 Jika menurut Dewan Keamanan PBB, suatu permasalahan atau 
pertikaian dapat membahayakan perdamaian dunia, maka Dewan 
Keamanan PBB berhak mengimbau pihak-pihak yang terlibat pertikaian 
untuk menyelesaikan dengan cara damai. Dewan Keamanan PBB juga 
dapat merekomendasikan prosedur dan mekanisme yang disetujui semua 
pihak dan persengketaan secara hukum bisa diajukan ke Mahkamah 
Internasional. seperti yang tertulis didalam Pasal 33 Piagam PBB, jika ada 
pihak-pihak yang terus menerus bersengketa dan mengancam perdamaian 
dan keamanan Internasional, maka langkah awal untuk mencari 
penyelesaian adalah dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, rujukan 
(konsiliasi), arbitrasi, penyelesaian hukum yang diserahkan kepada badan-
badan atau peraturan regional maupun dengan cara-cara damai lainnya 
yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bertikai.  
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 Namun jika cara damai yang mereka pilih tidak menghasilkan 
apapun, maka Dewan Keamanan PBB dapat memberikan rekomendasi 
penyelesaian yang dianggap layak. Dewan Keamanan PBB juga dapat 
menyelidiki semua situasi yang bertendensi terjadinya pertikaian 
internasional. oleh sebab itu, Dewan Keamanan PBB dapat membentuk: 
a. Komite Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices), misalnya 
sewaktu timbul pertikaian Indonesia-Belanda dalam tahun 
1947; 
b. Komite Penyelidikan dan Mediasi (Committee of Enquiry and 
Mediation), seperti dalam pertikaian antara India dan Pakistan 
pada tahun 1948; 
c. Misi Penyelidik (Enquiry Mission), seperti dalam rangka 
pengaduan Guinea kepada Portugal tahun 1970; 
d. Misi Pencari Fakta (Fact Finding Mission) seperti yang pernah 
dikirim ke Timur Tengah dalam tahun 1979/1980 untuk 
mempelajari aspek khusus mengenai situasi di wilayah-
wilayah Arab yang diduduki secara tidak sah oleh Israel; 
e. Misi Peninjau (Observer Mission), yang terdiri dari personil 
tak bersenjata yang tugas satu-satunya adalah untuk 
mengawasi dipatuhinya suatu gencatan senjata dan kemudian 
melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 
seperti Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB di 
Palestina (United Nations Truce Supervision Organization, 
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UNTSO) sejak tahun 1948, Kelompok Peninjau Militer PBB di 
India dan Pakistan sejak tahun 1949, (United Nations Military 
Observer Group in India and Pakistan, UNMOGIP) dan lain-
lain; 
f. Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping 
Forces, UNPKF), sejak 1956 PBB telah mengirimkan Pasukan 
Perdamaian yang diambilkan dari pasukan negara-negara 
anggota PBB yang tugasnya adalah untuk menjaga 
terwujudnya perdamaian di sepanjang garis gencatan senjata 
atau batas-batas internasional, (UNEF, UNDOF, UNIFIL, 
UNFICYP, dan lain-lain); 
g. Misi PBB untuk mengawasi Pemilihan Umum seperti di 
Namibia dalam tahun 1978 yaitu apa yang disebut Kelompok 
PBB untuk Masa Transisi Pemerintahan (United Nations 
Transitional Administration Group, UNTAG). Demikian juga 
di Kamboja dalam tahun 1992 yaitu Penguasa Transisi PBB di 
Kamboja (United Nations Transitional Administrator in 
Cambodia, UNTAC); 
h. Dewan Keamanan PBB juga dapat menunjuk tokoh 
perorangan untuk melakukan mediasi atau negosiasi dalam 
usaha memberkan kemudahan bagi tercapainya proses 
perdamaian. Sering kali tugas semacam itu juga dilakukan oleh 
Sekretaris Jenderal PBB sendiri. 
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C. Fungsi Pemaksaan (Enforcement Function) 
 Jika suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang mengancam,  
mengganggu perdamaian dan keamanan internasional bahkan melakukan 
agresi terhadap negara lain, maka Dewan Keamanan PBB akan 
menyelidiki dan menentukan tentang kebenaran ancaman tersebut dan 
dampak apa yang akan ditimbulkan. Dewan Keamanan PBB bila perlu, 
dapat menghimbau kepada para pihak yang bertikai untuk mentaati 
tindakan-tindakan sementara. Setelah itu, Dewan Keamanan PBB wajib 
membuat rekomendasi atau putusan tentang langkah-langkah yang harus 
ditempuh dalam upaya pengenaan sanksi ekonomi maupun sanksi militer 
terhadap negara yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional 
sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. 
 Jika suatu negara tidak mentaati tindakan-tindakan sementara dari 
Dewan Keamanan PBB, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil 
langkah-langkah agar keputusannya diterima oleh negara tersebut. Dewan 
Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi tanpa kekuatan militer, yaitu 
berupa sanksi ekonomi dengan menyerukan kepada segenap negara 
anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, komunikasi udara, 
telfon, radio, komunikasi laut, pos, kereta api, telegram, dan seluruh 
komunikasi lainnya atau sebagian. Serta memutuskan hubungan 
diplomatik kepada negara yang tidak mentaati tindakan sementara oleh 
Dewan Keamanan PBB. Sanksi ekonomi dijatuhkan agar negara yang 
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bersangkutan tidak dapat melakukan apapun karena kebutuhan 
strategisnya diblok oleh Dewan Keamanan PBB kecuali negara tersebut 
mau mentaati keputusan Dewan Keamanan PBB. 
 Namun jika sanksi ekonomi tetap saja tidak memberikan efek jera 
alias negara tersebut tetap tidak mau mentaati keputusan Dewan 
Keamanan PBB walau sanksi ekonomi telah dijatuhkan, maka Dewan 
Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi militer baik melalui darat, laut, 
dan udara. Hal ini dilakukan agar terpeliharanya keamanan dan 
memulihkan perdamaian internasional. 
D. Fungsi organisasional (Organizational Function) 
 Fungsi organisasional dari Dewan Keamanan PBB kebanyakan  
Majelis Umum. Hal-hal seperti penerimaan anggota baru, penangguhan 
keanggotaan suatu negara, pengusiran keanggotaan suatu negara, 
pengangkatan sekjen PBB, dan pemilihan para Hakim Mahkamah 
Internasional harus melalui rekomendasi Dewan Keamanan. Majelis 
Umum tidak akan mengeluarkan suatu putusan tanpa rekomendasi dari 
Dewan Keamanan PBB. 
3. Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan 
 Dewan Keamanan dalam mengambil keputusan bersifat non procedural 
yaitu ditentukan melalui 9 suara afirmatif dan termasuk kesepakatan dari tiap 
anggota tetap Dewan Keamanan  PBB. Dengan demikian, jika 9 suara afirmatif 
tercapai namun terdapat satu anggota tetap Dewan Keamanan yang menolak 
untuk memberi kesepakatan, maka tidak akan ada keputusan yang bisa diambil. 
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Penolakan yang dilakukan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dinamakan 
veto. Veto memang telah disepakati di San Fransisco karena dua alasan yakni60: 
1. Bahwa kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan dalam masalah 
pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta 
sumbangan anggota tetap Dewan Keamanan dalam organisasi PBB 
membenarkan perlunya bagi mereka memberikan perhatian tierhadap 
setiap keputusan yang sifatnya substansial. 
2. Bahwa perlu bagi mereka suatu kesepakatan bersama (unamity) untuk 
memberikan jaminan bahwa kekuatan-kekuatan besar akan 
bekerjasama dan tidak akan terlibat pada konflik terbuka diantara 
mereka satu sama lain yang dapat membahayakan organisasi PBB. 
 
 Setiap anggota Dewan Keamanan berhak dan mempunyai satu suara dalam 
setiap pengambilan keputusan. Suatu keputusan yang diambil oleh Dewan 
Keamanan baik menyangkut sesuatu masalah perdamaian maupun keamanan 
internasional, akan diambil dengan suara afirmatif (affirmative vote of 9 
members). Namun perbedaannya jika pemungutan suara untuk masalah yang 
prosedural 9 suara afirmatif tersebut tidak perlu mempertimbangkan kesepakatan 
dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan. Sedangkan pemungutan suara untuk 
masalah-masalah non-prosedural atau substantif yang menyangkut perdamaian 
dan keamanan internasional 9 suara afirmatif tersebut mutak harus ada 
kesepakatan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan, dengan pengertian 
                                                             
 60 Leeland M Goodrich. 1972. The United Nations Security Council. New York: The Free 
Press. London. Hal. 33. 
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bahwa negara anggota yang menjadi pihak perselisihan baik dari anggota tidak 
tetap maupun anggota tetap tidak ikut memberikan suara (shall abstain from 
voting).  
a. Double veto 
 Double veto merupakan dua penolakan dari suatu negara anggota tetap 
Dewan Keamanan terhadap suatu masalah yang diajukan oleh negara anggota 
PBB kepada Dewan Keamanan, yang kemudian masalah tersebut berkembang. 
Kembali lagi, jika sifatnya prosedural, maka tidak bisa dikenakan veto. Namun 
jika sifatnya non prosedural, maka anggota tetap Dewan Keamanan dapat 
memberikan veto. 
b. Suara Abstain Bagi Pihak Yang Bersengketa 
 Pihak bersengketa harus memberikan suara abstain, yang dimaksud adalah 
pemberian suara abstain hanya dibatasi pada pihak yang bersengketa saja. Dalam 
Yalta Formula dinyatakan bahwa jika suatu negara merupakan pihak yang 
bersengketa, maka negara itu harus memberikan suara abstain dalam keputusan-
keputusan Dewan Keamanan dan hal itu berpengaruh terhadap keharusan negara 
anggota tetap lainnya untuk menyetujui keputusan tersebut.   
B. Konflik Republik Afrika Tengah 
1. Latar Belakang Konflik 
 Sejak Merdeka pada tahun 1960 dari Perancis, Republik Afrika Tengah 
telah mengalami serangkaian kudeta dan kekerasan politik sering terjadi di 
dalamnya. Kondisi seperti ini tidak jauh beda dengan Negara-negara lain di benua 
Afrika. Republik Afrika Tengah yang merupakan negara yang berada pada garis 
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kemiskinan dan mengalami instabilitas seringkali dijadikan alasan munculnya 
kudeta dan konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Sebelum menjadi 
republik, negara ini merupakan bagian dari wilayah Afrika Ekuatorial Perancis 
yang diperintah oleh Perancis dengan nama Oubangui-Chari dan mempunyai 
perdana menteri pertama bernama Barthelemy Boganda.  
 Setelah Boganda meninggal, David Dacko, yang mengaku mempunyai 
hubungan keluarga dengan Boganda, yaitu sebagai sepupu Boganda, menduduki 
jabatan perdana menteri menggantikan Boganda. Wilayah ini merdeka dari 
Perancis pada 13 Agustus 1960. David Dacko pun menjadi Presiden pertama di 
Republik Afrika Tengah dan mengganti nama negara menjadi Republik Afrika 
Tengah. David Dacko meminta kepada Perancis negara baru dengan wilayah-
wilayah yang dapat dipergunakan untuk perdagangan, pertahanan, dan hubungan 
luar negeri.61 David Dacko didalam pemerintahannya memberlakukan sistem satu 
partai yang membuatnya dengan mudah memenangkan kembali pemilihan 
Presiden. Namun David Dacko tidak mampu menangani permasalahan ekonomi 
negara, bahkan Republik Afrika Tengah mengalami kebangkrutan pada 
kepemimpinannya.62 
 Kegagalan David Dacko memimpin negara yang sekarat dengan hutang 
yang menggunung, membuat David Dacko digulingkan dari kekuasaannya oleh 
seorang Jendral bernama Jean Bedel Bokassa pada 1 Januari 1966. Bokassa 
mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Republik Afrika Tengah menggantikan 
                                                             
61 Britannica. The Struggle for Leadership. Terdapat dalam 
https://www.britannica.com/place/Central-African-Republic/Independence#ref467634. Diakses 
pada 3 Maret 2017. 
62 Britannica. David Dacko. 2006.  https://www.britannica.com/biography/David-Dacko. 
Diakses pada 3 Maret 2017.  
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David Dacko. Bokassa sebelumnya telah banyak mempelopori upaya reformasi 
guna usaha untuk pembangunan Republik Afrika Tengah. Bokassa membuat 
sebuah perencanaan ekonomi nasional pada masa jabatannya. Yaitu, rencana 
nasionalisasi besar-besaran pada sektor industri dan pertanian. Namun rencana 
tersebut tidak diiringi dengan pengelolaan yang baik. Sehingga tidak ada 
perubahan ekonomi secara massif. Selain itu, Bokassa juga dikenal sebagai 
pemimpin dengan kekuasaan tanpa batas dan kebijakan yang tidak bisa diprediksi. 
Contohnya adalah reshuffle kabinet secara berkala. Perancis tetap mendukung 
pemerintahan Bokassa kala itu meski perekonomiannya tidak sehat karena 
Perancis ingin tetap mengontrol potensi uranium dan berlian dari Republik Afrika 
Tengah.63 Namun, ketika hutang negara masih melambung tinggi, hampir seluruh 
keuntungan penjualan berlian nasional dikelola dan dimiliki oleh Bokassa. 
 Bokassa kemudian mengganti nama Republik Afrika Tengah menjadi 
Kekaisaran Republik Afrika Tengah dan Bokassa memberi gelar pada dirinya 
sendiri sebagai “Emperor Bokassa I” pada Desember 1967. Satu tahun 
selanjutnya, Bokassa dimahkotai dan menggelar upacara mewah yang 
menghabiskan lebih dari $20 juta dan hal itu berhasil membuat pemerintahannya 
bangkrut serta tindakannya dinilai memiskinkan negaranya. Selain itu, Bokassa 
mendapat tuntutan dunia internasional tentang keterlibatannya dengan 
pembunuhan besar-besaran 100 Pelajar Sekolah Dasar pada saat unjuk rasa 
terhadap dirinya dimana unjuk rasa ini diatasi oleh pengawal kekaisarannya.64  
                                                             
63 Britannica.  Jean Bedel Bokassa. 2010. Terdapat dalam  
https://www.britannica.com/biography/Jean-Bedel-Bokassa. Diakses pada 3 Maret 2017.  
64 Ibid  
48 
 
 Moment tersebut dimanfaatkan oleh David Dacko untuk melengserkan 
Bokassa dengan bantuan dari pasukan Perancis. Bokassa akhirnya mendapat 
kudeta militer dan membuat David Dacko kembali menjadi Presiden pada 20 
September 1979 dan mendirikan lagi Republik Afrika Tengah serta membubarkan 
kekaisaran yang pernah dibentuk oleh Bokassa.  Dacko kembali membuat sistem 
1 partai. Meski David Dacko telah berpengalaman memimpin Republik Afrika 
Tengah, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Upaya-upaya Dacko untuk 
pembentukan kembali ekonomi dan politik terbukti tidak efektif. Akhirnya pada 1 
September 1981, David Dacko dilengserkan dengan kudeta tak berdarah oleh 
Andre Kolingba.65 Andre Kolingba menjalankan pemerintahan yang diktator 
karena telah menciptakan konstitusi baru pada 1986, dimana konstitusi baru itu 
memberikannya wewenang satu partai dan memberinya masa jabatan hingga 9 
tahun.66 Andre Kolingba memunculkan kesenjangan sosial karena memilih orang-
orang yang hanya dari kelompok etnisnya dalam pengelolaan negara. Andre 
Kolingba memerintah Republik Afrika Tengah dengan sistem satu partai hingga 
akhirnya didesak oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Perancis dan juga 
organisasi internasional seperti PBB, untuk melakukan pemilihan di tahun 1993. 
Kolingba sangat dikenang dengan sikapnya yang mengenalkan etnis dalam 
politik.67  
 Pada pemilihan umum tahun 1993, Ange Felix Patasse terpilih sebagai 
Presiden Republik Afrika Tengah mengalahkan Andre Kolingba. Meski Patasse 
                                                             
65 Global Security.org. Central African Republic-Past Leaders. Terdapat dalam 
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/car-6.htm Diakses pada 3 Maret 2017. 
66 J. Tyler Dickovick. 2013. The World Series Today: Africa 48th ed. Lanham, Maryland: 
StrykerPost Publications. Hal. 158. 
67 GlobalSecurity.org Op.Cit 
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dalam langkahnya menjadi Presiden tanpa perlu melakukan kudeta, namun 
pemberontak masih tetap eksis. Negara ini masih mengalami ketidakstabilan 
dikarenakan 3 kelompok pemberontak yang berbeda pada bulan April, Mei, dan 
November tahun 1996.68 Pemberontakan antara pendukung Kolingba dan 
pendukung pemerintahan juga terjadi pada tahun 1997.69 Patasse menghadapi 2 
kali pemberontakan yang masih bisa diatasi oleh Patasse dengan bantuan pasukan 
dari Perancis. Dalam pemerintahan Patasse, selain permasalahan sosial dan politik 
yang tidak stabil, perekonomian juga tidak membaik sama sekali. Bahkan 
Republik Afrika Tengah pada kepemimpinan Patasse dalam menangani 
pemberontak, sangat bergantung kepada bantuan dari luar negeri seperti Perancis. 
Dan kudeta yang dilancarkan oleh Francois Bozize pada 2002 pun bisa 
dikendalikan oleh Patasse dengan bantuan pasukan dari Khadafy Libya.70 
 Bozize kembali berusaha menguasai pemerintahan ketika muncul 
kesempatan. Akhirnya Francois Bozize berhasil melengserkan Patasse pada tahun 
2003.71 Keberuntungan sepertinya berpihak pada Bozize, karena Bozize melalui 
jalur independen memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2005 yang 
membuatnya secara sah menjadi presiden Republik Afrika Tengah. setelah 
kemenangan Bozize dalam pemilihan, muncul kelompok-kelompok seperti 
Peoples’s Army for the Restoration of the Republic and Democracy (APRD) yang 
                                                             
68 Norman Kempster. 1996. American Evacuated From Central African Republic. Los 
Angeles Times. Terdapat dalam http://articles.latimes.com/1996-05-22/news/mn-7063_1_central-
african-republic. Diakses pada 27 Maret 2017. 
69 GlobalSecurity.org. Central African Republic Background. Terdapat dalam 
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/car-2.htm. Diakses pada 27 Maret 2017. 
70 The Economist. 2002. Rebellion in Central African Republic: No Pay, No Peace. 
Terdapat dalam http://www.economist.com/node/1418716. Diakses pada 27 Maret 2017. 
71 The Economist. 2003. Central African Republic: A Popular Coup. Terdapat dalam 
http://www.economist.com/node/1648658.  Diakses pada 27 Maret 2017. 
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dipimpin oleh Jean-Jacques Demafouth. Kelompok ini terdiri dari mantan anggota 
Presidential Guard. Selain itu, muncul kelompok Union of Democratic Forces for 
Unity (UFDR), dimana kelompok besar ini terdiri dari Muslim terutama Muslim 
etnis Gula dan termasuk juga didalamnya orang-orang yang membantu Bozize 
saat menggulingkan Patasse pada 2003 yang mana orang-orang ini kecewa karena 
tidak mendapat imbalan yang semestinya.72  Kedua kelompok pemberontak ini 
berasal dari bagian utara Republik Afrika Tengah yang sangat aktif melawan 
pemerintahan Bozize. 
 Pemberontakan terus terjadi karena kelemahan ekonomi dan politik dalam 
pemerintahan Republik Afrika Tengah. Bahkan Bozize hanya memiliki sedikit 
power diluar dari Bangui Ibukota Republik Afrika Tengah. Kemiskinan yang 
ekstrim, institusi pemerintah dan perkembangan ekonomi yang keduanya tidak 
mempunyai kekuatan sama sekali membuat penduduk Republik Afrika Tengah 
kurang mendukung pemerintahan.73 Penduduk utara Republik Afrika Tengah 
yang merupakan anti-Bozize, menganggap Bozize gagal menegakkan komitmen 
demokrasi, menunda reformasi ekonomi, serta menunda implementasi dari politik 
yang pernah dijanjikan. Kelompok-kelompok pemberontak melakukan 
perlawanan aktif terhadap pemerintah. Seperti pada tahun 2006, konflik antara 
kelompok APRD dan pasukan pemerintah mengalami ekskalasi hingga 
                                                             
72 IRIN. 2009. Central African Republic: Who’s Who With Guns. Terdapat dalam 
http://www.irinnews.org/report/84886/central-african-republic-who-s-with-guns. Diakses pada 27 
Maret 2017. 
73 Kelly Campbell. 2006. Central African Republic, Chad, and Sudan: Triangle of 
Instability. United States Institute of Peace. Terdapat dalam 
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menyebabkan 70.000 orang Penduduk melarikan diri dari Republik Afrika 
Tengah.74    
 Agar pertempuran antara pemberontak dengan pemerintah segera berakhir, 
maka pada tahun 2008 dibuatlah perjanjian damai yang kemudian diikuti dengan 
dialog politik inklusif pada tahun yang sama. Dialog ini bertujuan untuk 
menciptakan pemerintahan kesatuan nasional; mengadakan sejumlah pemilihan 
seperti pemilihan kotamadya pada 2009, pemilihan legislatif dan pemilihan 
presiden di 2010, yang harusnya dilaksanakan pada 2011; menciptakan komisi 
HAM nasional; mengadakan disarmament atau pelucutan senjata, demobilisasi, 
dan reintegrasi (DDR) dari orang-orang yang pernah berperang.75 Namun ternyata 
dialog ini tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Program DDR juga 
tidak berjalan sebagaimana mestinya.76 Kondisi internal Republik Afrika Tengah 
saat itu mengalami kemorosotan dengan cepat. Perekonomian jauh dari kata 
berkembang, nepotisme, dan korupsi menambah ketidak-sepahaman antara rakyat 
dengan pemerintah dan membuat rakyat makin berani melawan pemerintahan.77 
Hingga akhirnya Bozize digulingkan oleh kelompok pemberontak bernama 
Seleka. 
                                                             
74 Angola Press. 2006. 70.000 Refugees Flee CAR into Cameroon, Chad. Terdapat dalam 
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Diakses pada 18 April 2017 
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 Seleka merupakan kelompok pemberontak yang merekrut komunitas-
komunitas muslim yang ada di Republik Afrika Tengah dan mempunyai 
pemimpin bernama Michel Djotodia. Michel Djotodia diangkat secara sepihak 
sebagai Presiden Republik Afrika Tengah setelah berhasil melengserkan Francois 
Bozize. Seleka melakukan serangan tidak hanya kepada pemerintahan melainkan 
kepada penduduk Republik Afrika Tengah yang beragama Kristen. Khususnya di 
pedesaan komunitas Kristen di bagian barat laut, tempat dimana Bozize berasal.78 
 Prilaku Seleka yang anti Kristen dan kekerasannya terhadap komunitas 
Kristen membuat komunitas Kristen membentuk Anti-Balaka (anti-machete) 
untuk melawan Seleka. Konflik pemberontakan berubah menjadi konflik sektarian 
ketika Seleka dan Anti-Balaka terlibat pertempuran. Milisi Kristen melakukan 
kekerasan yang amat brutal kepada Muslim. Seperti kanibalisme, pemotongan 
tubuh Muslim yang dilakukan oleh Milisi Kristen di Bangui.79  
 Kristen merupakan mayoritas di Republik Afrika Tengah, sedangkan 
Muslim merupakan minoritas, sehingga secara otomatis Anti-Balaka yang 
merupakan milisi Kristen dengan mudah melakukan aksi kekerasan yang tidak 
hanya dilakukan pada Seleka, namun kepada seluruh Muslim Republik Afrika 
Tengah. Kekerasan yang dilakukan oleh Anti-Balaka kepada Muslim Republik 
Afrika Tengah menjadi Genosida dan pembersihan etnis muslim. Bahkan hingga 
kini Republik Afrika Tengah menjadi medan pertempuran. 
                                                             
78 Congressional Research Service. Crisis in the Central African Republic. Terdapat 
dalam http://www.fas.org/sgp/crs/row/R43377.pdf Diakses pada 19 April 2017 
79 Daniel Flynn. Gold Diamonds Feed Central African Religious Violence. Terdapat 
Dalam http://www.reuters.com/article/2014/07/29/us-centralafrica-resources-insight-
idUSKBN0FY0MN20140729 Diakses pada 20 April 2017. 
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 Berikut merupakan aktor pemberontak di Republik Afrika Tengah: 
 
Tabel 3.1 Aktor Pemberontak di Republik Afrika Tengah 
 
Group Dates of Activity Features Location Associated 
Actors 
Seleka Desember 2012: 
Seleka 
meluncurkan 
pemberontakan 
 
January 2013: 
Perjanjian 
gencatan senjata 
ditandatangani, 
kemudian 
dilanggar, antara 
pemerintahan 
Bozize dan koalisi 
Seleka  
 
 
Maret 2013: 
memecat Bozize, 
ekskalasi 
kekerasan 
berlanjut 
 
September 2013: 
secara resmi 
dibubarkan. 
Organisasi milisi 
memanggil untuk 
penarikan 
komunitas-
komunitas Muslim. 
Menyusun kembali 
pasukan eksternal 
dan pertempuran 
Anti-Balaka 
 
September 2013 
hingga Januari 
2015: terus 
melakukan 
kekerasan yang 
Kehilangan 
koalisi dengan 
satuan kelompok 
bersenjata karena 
bertujuan untuk 
menggulingkan 
Bozize (tanpa 
mempersatukan 
ideologi politik 
atau paham rantai 
sentralisasi 
 
Sebagian besar 
anggotanya 
Muslim namun 
tidak menerapkan 
politik Islam 
 
 
Kekerasan 
terhadap 
komunitas lebih 
dahulu meluas 
dan setelah 
kudeta (serangan, 
penjarahan, 
penculikan, 
pembunuhan, 
kekerasan 
seksual, 
perampokan) 
 
 
Serangan pada 
warga sipil di 
Bangui 
(perampokan, 
pembunuhan, 
eksekusi, 
penyiksaan) dari 
Mulanya 
berbasis di 
Timur laut 
Republik 
Afrika 
Tengah 
 
Maret 2013: 
Pasukan 
Seleka 
menguasai 
15 dari 16 
Provinsi 
 
Akhir 2013: 
pertikaian 
antara 
Seleka 
dengan 
pasukan 
Anti-Balaka 
terutama di 
baratlaut 
(Bossangoa, 
Bouca, 
Bouar) 
 
Awal 2014: 
kerumunan 
aktivitas 
lokal, 
meningkat 
berpindah 
ke timur 
Republik 
Afrika 
Tengah 
Termasuk 
UFDR, CPJP, 
dan UFR dan 
didukung oleh 
A2k dan FDPC 
 
Beraliansi 
dengan Mbarara 
(dan 
kemungkinan 
lain dengan 
milisi Peul) di 
beberapa area, 
khususnya di 
bagian utara 
pedesaan 
 
Tiga partai 
politik telah 
muncul dari 
Seleka: the 
Union for Peace 
in the Central 
African Republic 
(UPC) di 
Bambari 
dibawah 
pimpinan Ali 
Darass, the 
Popular Front 
for the 
Renaissance of 
Central Africa 
(FPRC) di Kaga-
Bandoro 
dibawah 
pimpinan Adam 
Nourredine, dan 
the Patriotc 
Assembly for the 
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dilakukan oleh 
kelompok milisi 
yang menunjuk 
dirinya sebagai 
mantan Seleka 
 
 
 
 
Maret 2013, yang 
menargetkan 
mantan militer 
dan mantan 
anggota 
kelompok etnik 
Gbaya yang 
dipercaya pro 
kepada Bozize 
Renaissance of 
Central Africa 
(RPRC) di Bria 
dibawah 
pimpinan 
Damane 
Zacharia dan 
Joseph 
Zoundeko. 
Anti-
Balaka 
Maret 2013: 
muncul sebagai 
respon untuk 
kekerasan yang 
dilakukan Seleka 
 
Akhir 2013: 
perkelahian 
pasukan penting, 
laporan dari aliansi 
dengan mantan 
FACA dan 
pasukan polisi. 
Menguasai secara 
De Facto di bagian 
barat Republik 
Afrika Tengah 
diawal 2014. 
 
2014-sekarang: 
terus melakukan 
kekerasan 
khususnya 
pertikaian dengan 
pasukan Seleka 
Muncul untuk 
merespon 
kekerasan Seleka 
 
Komunitas unit-
unit bela diri, 
terdiri dari milisi 
lokal (anggota 
siap siaga Petani 
Kristen), 
kelompok 
bersenjata Anti-
Balaka, mantan 
tentara atau 
prajurit, sempalan 
pemberontak 
Seleka, penjahat. 
 
Juga mendapat 
dukungan dari 
ACP (Association 
of Central 
African Farmers) 
sebuah gerakan 
petani anti 
Seleka. 
 
Mempunyai 
hubungan dengan 
rezim Bozize, 
didukung oleh 
FROCCA Bozize 
 
Sebagian besar 
kelompok Kristen 
Sebagian besar 
gerakan regional, 
Berbasis 
sebagian 
besar di 
daerah utara 
ibukota. 
 
Perselisihan 
antara 
Seleka 
dengan 
pasukan 
Anti-Balaka 
di barat laut 
(Bossangoa, 
Bouca, 
Bouar)  
Serangan Anti-
Balaka kadang 
berkoordinasi 
dngan mantan 
elemen tentara 
yang setia 
kepada Bozize 
 
Anti-Balaka kini 
telah membentuk 
partai politik: the 
Central African 
for Unity and 
Development 
(PCUD) 
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meskipun 
“elemen Bozize” 
tidak 
terkoordinasi 
secara penuh 
selama perang 
2004-2007, Anti-
Balaka 
merupakan 
kelompok panitia 
anggota siap 
siaga yang 
menahan 
kekerasan APRD 
dan UFDR 
terhadap 
komunitas-
komunitas di 
bagian utara 
UFDR Union of 
Democratic Forces 
for Unity. Mantan 
kelompok 
pemberontak di 
Republik Afrika 
Tengah. Dipercaya 
telah 
didemobilisasi 
selama perjanjian 
perdamaian pada 
tahun 2007. 
Menandatangani  
Libreville 
Comprehen-sive 
Peace Agreement 
pada 2008. 
 Terutama di 
utara-timur 
dan utara 
 
CPJP  Convention of 
Patriots for Justice 
and Peace. Mantan 
kelompok 
pemberontak di 
Republik Afrika 
Tengah. 
menandatangani 
perjanjian 
gencatan senjata di 
 Utamanya 
di utara dan 
utara tengah 
(termasuk 
N’Dele) 
 
56 
 
tahun 2011  
APRD  People's Army for 
the Restoration of 
Democracy. Mantan 
kelompok 
pemberontak di 
Republik Afrika 
Tengah. 
Berpartisipasi dalam 
negosiasi 
perdamaian selama 
2008-2009.  
 Utamanya 
di utara 
barat. 
 
LRA Lord’s Resistance 
Army. Kelompok 
bersenjata Uganda 
dengan kehadiran 
yang cukup lama 
di Republik Afrika 
Tengah dan juga di 
Republik 
Demokratik Kongo 
serta Sudan 
Selatan 
 Berasal dari 
Uganda. 
Beroperasi 
sebagian 
besar di 
perbatasan 
Republik 
Demokratik 
Kongo dan 
Sudan 
Selatan 
 
Sumber: Armed Conflict Location & Event Data Project. Country Report: Central African 
Republic. Januari 2015 dan HPG Working Paper Central African Republic: addressing the 
protection crisis. Veronique Barbelet November 2015.  
 
2. Substansi Konflik 
Jika mengamati kembali kepada latar belakang konflik, maka dapat 
dipahami bahwa konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah merupakan 
aktivitas yang awalnya dilakukan oleh pemberontak yang tidak puas atas kinerja 
pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai kepemimpinan di 
Republik Afrika Tengah membuat rakyat merasa harus ada perubahan di dalam 
negara tersebut. Korupsi di Republik Afrika Tengah bahkan diistilahkan dengan 
kata endemik. Republik Afrika Tengah sebagai negara korup, menempati 
peringkat 150 dari 175 negara menurut Transparency International’s Corruption 
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Perception Index 2014.80 Perubahan yang sering dianggap benar adalah dengan 
cara kudeta para Pemimpin atau Presiden Republik Afrika Tengah.  
 Sumber daya alam sangat berkaitan dengan konflik. Hal ini diperkuat oleh 
Collier dan Hoffler yang menyatakan bahwa ketergantungan negara terhadap 
komoditas ekspor, akan berimbas pada rentannya negara tersebut terhadap konflik 
dibanding dengan negara yang miskin sumber daya alamnya. Karena, saat 
individu atau kelompok berkeinginan untuk menguasai sumber daya alam, maka 
mereka akan terlebih dahulu melakukan hal-hal yang agar rivalnya tak lagi 
mempunyai power. Dimana hal ini dilakukan dengan berbagai cara yang tak jauh 
dari pemberontakan, kudeta, kekerasan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. 
 Jika kita mengamati ke latar belakang konflik, salah satu ambisi para 
pemimpin kudeta dan pihak-pihak eksternal yang melancarkan kudeta adalah agar 
bisa mengatur dan mendapat bagian sumber daya alam di Republik Afrika 
Tengah. Seperti emas, berlian, uranium, minyak, kayu dan lain sebagainya.81 
 Berlian telah menjadi barang eskpor terpenting di Republik Afrika Tengah 
di berbagai daerah dimana, tambang berlian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok 
etnis dan kelompok-kelompok pemberontak. Namun, secara sejarah, baik 
perdagangan emas maupun berlian dikuasai oleh hanya beberapa kelompok 
khususnya kelompok muslim. Hal ini membuat kelompok non Muslim mengeluh 
dan akhirnya terjadi kompetisi oleh kelompok-kelompok dalam menguasai 
sumber daya alam tersebut. Dimana hal ini juga menjadi akar masalah dalam 
konflik. 
                                                             
 80 Transparency International. 2015. The 2014 Corruption Perception Index. Terdapat 
dalam http://www.transparency.org/cpi2014/results Diakses pada 23 Mei 2017. 
81 Zainuddin Djafar. Op.Cit. Hal. 141. 
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3. Keterlibatan negara lain  
a. Perancis 
 Republik Afrika Tengah yang merupakan mantan jajahan Perancis juga 
mempunyai kepentingan di Republik Afrika Tengah. Khususnya pada sumber 
daya alam. Seperti ketika Jean Bedel Bokassa memperkaya diri sendiri tanpa 
membiarkan Perancis mendapat bagian dalam uranium dan berlian, Perancis 
membantu David Dacko untuk menggulingkan Bokassa. Namun peran Perancis 
lebih dominan ketika pemerintahan Francois Bozize. Tepat ketika Bozize 
digulingkan, di tahun 2012 Bozize meminta bantuan kepada Perancis untuk 
mengatasi pemberontakan Seleka.82  
 Namun permintaan ini tidak mendapat jawaban dari Perancis dan tentunya 
hal ini disebabkan oleh permasalahan dengan pemerintahan Republik Afrika 
Tengah dan antara hubungan antara Republik Afrika Tengah dengan China. 
Perancis memiliki kepentingan yang luas di Afrika. Seperti, minyak, mineral, 
proyek infrastruktur, telekomunikasi, perbankan dan asuransi. Sedangkan didalam 
pasarnya, Perancis terkikis oleh kompetisi dari China, Brazil, India dan beberapa 
negara lain.83  
 Bozize bekerjasama secara aktif dengan China untuk membangkitkan 
kemarahan Perancis. Pada Maret dan April 2012, China mendapat 2 kontrak untuk 
                                                             
 82 BBC. Central African Republic's Bozize in US-France Appeal. Terdapat dalam 
http://www.bbc.com/news/world-africa-20845887 Diakses pada 4 Juni 2017 
 83 Brian Eads. France Is Slowly Reclaiming Its Old African Empire. Newsweek. Terdapat 
dalam http://www.newsweek.com/2014/11/07/france-slowly-reclaiming-its-old-african-empire-
280635.html Diakses pada 4 Juni 2017. 
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mengeksplorasi minyak dari perusahaan Afrika Selatan, DIG Oil.84 Dan 
perusahaan China mendapat hak untuk mengeksplorasi minyak di Republik 
Afrika Tengah. Bozize agak berhati-hati terhadap Perancis, mencatat pidato pada 
Desember 2012 bahwa dia telah diserang karena telah memberikan China kontrak 
untuk mengeksplorasi minyak, dengan berkata “Kami telah memberikan mereka 
(Perancis) semuanya. Sebelum memberi minyak kepada China, Aku telah bertemu 
Total di Paris dan berkata pada mereka untuk mengambil minyak; tak terjadi apa-
apa. Kemudian aku memberi minyak kepada China dan menjadi sebuah masalah. 
Aku mengirimkan kanselir Maidou di Paris untuk dokumen sekumpulan uranium, 
mereka menolak.  Aku akhirnya memberikannya kepada Afrika Selatan.”85 
 Karena kesepakatan Bozize dengan China, Perancis tidak ingin 
menyokong Bozize dan hal itu membuat Bozize mengalami kejatuhan saat terjadi 
kudeta terhadap dirinya. Namun pada 2013, Perancis sempat mengirim pasukan 
untuk membantu peacekeeping di Republik Afrika Tengah 
b. Chad 
 Chad merupakan negara tetangga yang telah terlibat di politik internal 
Republik Afrika Tengah dalam waktu yang cukup lama. Keterlibatan Chad 
tercermin pada saat pemimpin Chad kala itu yakni Presiden Deby yang 
mensponsori pemberontakan Bozize dan menggunakan kekuatan tersembunyinya 
dengan membuat pasukannya beroperasi di wilayah utara Republik Afrika Tengah 
                                                             
 84 Global Voices, Who Wants to Overthrow the Central African Republic's Francois 
Bozize? Terdapat dalam http://globalvoicesonline.org/2012/12/30/who-wants-to-overthrow-
central-african-republics-president-francois-bozize/ Diakses pada 4 Juni 2017 
 85 Kumaran Ire. French Troops Intervene in Central African Republic, Seize Bangui. 
World Socialist Web Site. Terdapat dalam  http://www.wsws.org/en/articles/2013/12/09/car-
d09.html Diakses pada 4 Juni 2017 
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untuk menghabisi kelompok pemberontak Chad menggunakan teritori sebagai alat 
atau senjata untuk menyerang.86  
 Alasan utama kepentingan Deby di Republik Afrika Tengah adalah 
masalah keamanan. Aktivitas pemberontak Chad telah ada di Republik Afrika 
Tengah dalam jumlah yang besar, dan banyak pemberontak Chad yang ambil 
bagian dalam serangan-serangan dari tahun 2008 hingga 2010 saat N’Djamena 
dan Abeche mencari tempat perlindungan di utara barat Republik Afrika Tengah 
yang hakikatnya pada saat itu tidak tersentuh oleh otoritas Bangui.87 Dan bahkan 
pemberontak Chad terhubung dengan kelompok pemberontak Republik Afrika 
Tengah, yang akhirnya membentuk Seleka. Muncul tuduhan bahwa Chad 
mendukung Seleka dalam rangka untuk menarik kelompok Chad lebih dalam ke 
Republik Afrika Tengah agar menghentikan mereka dari meluncurkan serangan 
ke Chad.88 
 Kepentingan Chad pada Republik Afrika Tengah selanjutnya adalah 
minyak. Chad melakukan pengeboran minyak di daerah perbatasan yang 
sebenarnya tambang minyak tersebut berbagi dengan Republik Afrika Tengah. 
Ketika pihak Republik Afrika Tengah belum melakukan pengeboran minyak, 
                                                             
 86 Frank Charnas, The Chad Jihad Threat, The National Interest. Terdapat dalam 
http://nationalinterset.org/commentary/the-chad-jihad-threat-8625. Diakses pada 4 Juni 2017 
 87 Celeste Hicks. Chad: Deby’s Misstep in the Central African Republic, Think Africa 
Press. Terdapat dalam http://thinkafricapress.com/chad/deby-overstretch-car-central-african-
republic-seleka-djotodia Diakses pada 4 Juni 2017 
 88 Celeste Hicks. Central African Republic a Crisis Too Far For Chad's Regional 
Security Ambition. World Politics Review. Terdapat dalam  
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/13681/central-african-republic-a-crisis-too-far-for-
chad-s-regional-security-ambitions Diakses pada 4 Juni 2017 
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Chad sudah berkepentingan dalam penjagaan ketat untuk mengontrol area 
tersebut.89 Itulah mengapa Chad selalu mengawasi Republik Afrika Tengah. 
c. Libya 
 Seperti halnya Perancis dan Chad, Libya juga tertarik pada Republik 
Afrika Tengah karena berlian, emas dan uraniumnya. Libya pada masa 
kepemimpinan Muammar Khadafy, mempunyai hubungan dekat dengan Jean 
Bedel Bokassa. Libya membantu Bokassa ketika Bokassa mengalami usaha 
kudeta oleh David Dacko yang dibantu oleh Perancis. Kepentingan Libya 
terhadap peristiwa di Republik Afrika Tengah terus menerus terjadi karena 
Republik Afrika Tengah berguna sebagai rute Libya menuju Chad. Dimana Libya 
saat itu mendukung pasukan oposisi untuk Presiden Hissine Habre.90 
 Libya pada masa kepemimpinan Khadafy juga membantu Ange Felix 
Patasse dalam menangani pemberontakan yang dilakukan oleh Francois Bozize. 
Libya mengirim pasukan untuk mempertahankan kepemimpinan Patasse. 
Kehadiran pasukan Libya membuat hubungan antara Republik Afrika Tengah 
dengan Chad menjadi retak.91  
  
                                                             
 89 Priyanka Boghani. Chad and France Are Really Not Helping the Central African 
Republic Right Now. Global Post. Terdapat dalam 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/africa/140514/chad-france-not-helping-central-
african-republic Diakses pada 4 Juni 2017. 
 90 Keith Somerville. France, Chad, Gadaffi and the CAR: years of meddling should not 
be ignored now. African Arguments. Terdapat dalam 
http://africanarguments.org/2014/01/16/france-chad-gadaffi-and-the-car-years-of-meddling-
should-not-be-ignored-now-by-keith-sommerville/ Diakses pada 4 Juni 2017 
 91 BBC News. Libya’s Presence in Bangui questioned. Terdapat dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1816734.stm Diakses pada 4 Juni 2017 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
A. KESIMPULAN 
Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam setiap bab tentang peran 
Dewan Keamanan PBB dalam Rangka Penyelesaian Konflik Republik Afrika 
Tengah, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Dewan Keamanan PBB yang merupakan salah satu badan utama dalam PBB 
mempunyai tanggung jawab utama yaitu, memelihara perdamaian dan 
kemanan internasional dan  melaksanakan kewajiban-kewajiban dari tanggung 
jawab tersebut. Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan dalam PBB 
yang bisa mengambil ataupun melakukan langkah-langkah guna mengatasi, 
ataupun menyelesaiakan konflik. 
2. Konflik yang melanda Republik Afrika Tengah sejak 1960 dilakukan oleh 
kelompok-kelompok pemberontak, milisi bersenjata yang saling ingin 
membunuh ataupun melengserkan kekuasaan presiden. Krisis kemanusiaan, 
kemiskinan, pelanggaran HAM, dan berbagai kejahatan lainnya telah dialami 
oleh Republik Afrika Tengah, masih perlu banyak waktu untuk membenahi 
negara Republik Afrika Tengah. dan membutuhkan peran dan perhatian 
masyarakat Internasional. Karena hingga saat ini masih banyak kelompok 
bersenjata yang terus menerus melakukan terror. 
3. Dalam rangka penyelesaian konflik di Republik Afrika Tengah, Dewan 
Keamanan PBB membentuk misi peacebuilding BINUCA, dan selanjutnya 
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membentu peacekeeping force bernama MINUSCA yang lebih kuat dari 
BINUCA. MINUSCA melanjutkan mandat BINUCA dan mendapat mandat 
baru demi terjadinya perdamaian dan keamanan di  Republik Afrika Tengah. 
Hingga saat ini Dewan Keamanan melalui peacekeeping force MINUSCA, 
masih terfokus pada usaha pengendalian konflik dan pengembalian otoritas 
negara Republik Afrika Tengah. Peran Dewan Keamanan PBB masih dalam 
proses usaha penyelesaian dan belum pada tahap penyelesaian. 
B. SARAN-SARAN 
1. Krisis dan instabilitas yang terjadi di Republik Afrika Tengah merupakan 
suatu ancaman perdamaian. Maka sebaiknya baik Dewan Keamanan 
maupun badan-badan organisasi internasional lainnya agar tetap terus 
memberi bantuan kemanusiaan dan mengawal Republik Afrika Tengah 
menuju pembangunan. 
2. Mengingat dampak dari konflik yang dilancarkan oleh kelompok 
pemberontak, milisi, ataupun kelompok bersenjata yang terus meluas. 
Maka sepertinya perlu penambahan personil dalam peacekeeping force 
MINUSCA agar upaya-upaya penyelesaian dapat dilaksanakan dengan 
baik di seluruh negeri. MINUSCA juga perlu wewenang yang lebih besar 
seperti dalam hal menangkap kelompok pemberontak secara cepat agar 
menghindari kekerasan berulang. 
3. Dewan Keamanan PBB perlu memperpanjang mandat peacekeeping 
MINUSCA dan terus mendukung upaya penyelesaian baik secara strategi 
ataupun materiil. Dewan Keamanan PBB diharapkan agar terus mengawal 
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pembangunan, penanganan konflik hingga pada tahap penyelesaian 
konflik di Republik Afrika Tengah 
  
